
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Mengingat '. '1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOTOR: 5 TAHUN2009

TENTANG

PENERIIUIMN SUTIIBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG iIONGONDOW UTARA

DENGAN RAHTAT TUHAN YANG lf,AHA ESA

BUPATI BOLAANG TUIONGONDOW UTARA'

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonom Dlerahl-1ltg
nyata, luas dan Uertanggung jawab' maka Pemerintah

Daerah perlu melakufah ieiobosan-terobosan dalam

meningkaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. bahwa untuk menyikapi potensi yang ada d.i .daerah ini'

maka salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam mengali

Sumbei FenOapadan o-aeritr adalah melalui Penerimaan

Sumbangan Pihak Ketiga;

c' bahwa berdasaftan pertimbangan sebagaimana dimaksud

Oalam ttuiut a dan b' perlu membentuk Peraturan Daerah

raouoaien Aohang Moirgondow Utara tentang Penerimaan

Sutf,"ns"n Pih"[ f"tig" Kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara'

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959

i"#il F"tGnt,r."n Daerah-daerah Tingkat^il di.sulen'vesi

;l;.u"aran Neoara Republik lndonesia Tahun 1959 Nornor 74'

H#;;;;;;;; li"s"ra Republik tndonesia Nomor 1822);

Undang-undang Republik .lndones'n Nomor 8 Tahun 1981

i"il;; unoaig-uniatg Hukum Acara Pidana (Lembaran

iiJE nepuuri[ Indon;iei Tahun 1981 Nomor 76' Tambahan
'i#O.ran 

H"g"ra Republik lndonesia Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 1 Tahun zO0/. tentang

FeGniattaraaln Negara (Lembaran Negara . Republik

iJ""""i" i"ttun 20d4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

i.lEgarJ nepuUlik lndonesia Nomor 4355);

?

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Femue"nturan Feraturan Perundang-undangan^ (Lembaran
'f.fig". 

n"prolik Indonesia tahun 2004 Nomor 53'.Tambahan'i"fiu"." 
fr"sara Republik lndonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan- 
F"ngdbh* ianggung Jawab Keuangal. Nesaf (L€mbaran

Hlsii; C"p"otit< tiion&a rahun 20o4 Nomor€OTambahan

t-efiUaran Negara Republik Indonesia Nomor 44w)ry



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O4 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Ol
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pernerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun

20O4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indbnesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang teta!
ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negira Republik lndoresh Tahun 2005 Nomor 108'

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4548);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuanlan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lemb-ran Negara Republik Indonesia Tahun 20(X Nomor

iZO tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang

Pembe'ntukan kabupaten Bolaang Mongondow Utara di

Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang-' penggeroban Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

f.fegiil nepuutik Indo-iresia Tahun 2005 Nomor 48' Tambahan

Leirbaran ilegara Republik Indonesia Nomor 4502);

l0.Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang- 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

n"p"Olil lndonesia Tahun 2005 Nomor 49', Tambahan

L"'{lO"i"n Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem" 
inio*".i Keuangan Daerah (Lembaran f'legara Republik

inoon""i" Tahuri2oo5 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4576);

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
'-'Fenlleroraan 

Keuanqan Daerah (Lembaran Negara

n"pi,-ofix Indonesia Tihun 2005 Nomor 14O- Tambahan

G;i;;;" Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

l3.Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun- 
ZOOI tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Flmerintan, 
- Pemeriitahan Daerah Provinsi' dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara

RA"biii Indonesia Tahun 2007 Nomor 8Z Tambahan

Gffi;;;t Negara Republik lndonesia Nomor4737);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

ZOOT- Gnung Organisasi Perangkat D*t"|. (Lembaran

Hegara nepu6lik Inionesia Tahun 2b07 Nomor 89,',Tambahan

l"ilUiran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 [



15. Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum
Daerah;

lT.Peraturan Mented Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk
Hukum Daerah:

lS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

lg.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006
tentang Pedoman, Pengurus, Peltanggungjawaban dan
Pengawas Keuangan Daerah Sertia Tata Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan Oan Belanja Oaerah, Pelaksana Tata
Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondorry t tara
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan
Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondo r Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Nomor 2);

2l.Peraturan Daefah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan PeMakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3);

2z.Peralur.an Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4);

23.Peraluran Daerah Kabupalen Bolaang Mongondow Utara
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondovt Utara
Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Nomor 37);

24. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 37
Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo\w Utara
Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utera Tahun 2008 Nomor 37)f



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOLAANG IUIONGONDOW UTARA
dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

TUIEMUTUSKAN

: PERATURAN DAEMH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA TENTANG PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Penrakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945:

3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah dana diperoleh dari
bantuan pihak-pihak tertentu;

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan ke\/ajiban daerah
yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang dapat
dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

7. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga
kepada Daerah secara lkhlas/sukarela tidak mengikat,
perolehannya oleh pihak Ketiga tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa
uang atau yang dapat dipersamakan dengan uang maupun
yang tidak bergerak;

L Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang
memberikan sumbangan;

9. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

10. Kas Daera[ adalah Kas Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow{

\



BAB II
BENTUK SUMBANGAN

pasal ?

(1) Pemerintah Daerah dapat menerima Sumbangan dari pihak
Ketiga;

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini,
dapat berupa p€mberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah dan
lainJain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan
oleh pihak Ketiga;

(3) P-eqqerian sumbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat
('l) Pasal ini, tidak mengurangi kewajiban pihak Ketiga yang
Dersangkutan kepada negara maupun daerah seDerti
pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai
oengan peraturan perundang_undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGELOLAAN

pasal 4

:,rjP.g"q"I 
pihak Ketiga yang diperoteh daerah sebagaimanadrmaksud Pasal 2 peraturan Daerah ini harus dft6;;;i;;

untuk kepentingan pembangunan daeran.

pasal s

.S.yTb3Ig"n 
pihak Ketiga sebagaimana drmaksud pasat 3

^yar _(zr, sepan ang berupa uang atau yang disamakanoengan . uang _harus dicantumkand Oilarn' enggiran
Pendapatan dan Belanja Daerah (ApBD)ft

BAB III
PENERIMAAN

pasal 3

(1) Dinas Pendapatan Daerah dengan dibantu oleh Oinas{inas
Instansi vertikal yang ada di daerah menvelenooarakan

?:!91q"."1 .suabqng1 dari pihak rettsa ' 
seu;s;imana

otmaksud datam Bab ll pasal 2:
(2) S€mua hasil penerimaan sumDangan sebagaimana

dimaksud Ayat (1) pasal ini, yang berbentuk u"nq 
"i-au 

vano
,., :r1;3-m3ka1' 

depan uang, sepenuhnya disetor ke ias daerah](J, Demu.a._ hastl . penerimaan 
.sumbangan sebagaimana

ormaKsud Ayat (1) pasal ini. yang berbentuk barano
,,, l:!:9r, "t"rpyn 

tidak bergerak menjadi kekayaan daerah:(4, Dumoangan dalam bentuk barang yang bergerak maupun
tidak 

.bergerak yang sebelumnya telah 
-dibeblni 

r<ewaiiban
Kepaoa negara atau daerah dengan dipindah tanoankan
-bagai ..s.uTb.anSan ini, maka i"*"iiti""- F,h"i ?"tig;
tersebut tidak dapat dihaouskan:

(5) Setiap, P_emberian sumbengan dari perusahaan yang tidakada rekomendasi bupati tidak dapat dilavani.



Pasal 6

Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga dilaksanakan
sebagaimana pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

xerenriinBl'lnurw

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini,
:ePanjTg mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjui
dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar 
. 
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatennya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaan! UongonOow Utara.

SEKRETARIS DAEMH

Disahkan di

NGONDOWUTARA

UTAR4T

KABUPATEN

( /.-

'mmoNlP. t9ao6r5 t98903 I O2o

Diundangkan di :Boroko
17 September 2ggg

LEMBAMN DAERAH IGBUPATEN BOLMNG MONGONDOW UTAM TAHUN 2OO9NOMOR : 5



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG ilIONGONDOW UTARA
NOttlOR: 5 TAHUN 2009

TENTANG

PENERIT{AAN SUMBANGAI{ PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonom Daerah yang nyata, luas

dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah perlu melakukan

terobosan-terobosan dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah untuk

menyikapi potensi yang ada di daerah ini, maka salah satu upaya yang

perlu dilakukan dalam mengali sumber pendapatan Daerah adalah melalui

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, untuk itu perlu payung hukum untuk
menjamin dan mengatur tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga

Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam
bentuk peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DETIIIIPASAL

Pasal 'l s/d Pasal 8

Cukun Jelas\

TAMBAHAN LEMBAMN DAEMH MBUPATEN BOLAANG MONGONDOWUTAM
NOMOR: 42


